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ABSTRAK

Pengelolaan keuangan daerah harus memiliki sistem d an prosedur yang memadai sebagai salah satu
tindakanpreventifterhadapadanyapenyelewenganda npenyalahgunaandana.Penerimaandanpengeluarank as
merupakan komponen sumber daya yang harus diawasi d alam pelaksanaannya agar tercapainya tujuan
pembangunan. Tujuan penelitian ini adalah untuk men getahui efektivitas pelaksanaan sistem dan prosedur
penerimaan dan pengeluaran kas pada Dinas Kependudu kan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa
Tenggara. Penelitian ini menggunakan desain penelit ian deskriptif. Jenis data yang digunakan data kual itatif
yaitu dokumen, formulir serta informasi yang dipero leh langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa pelaksana an penerimaan yang berupa retribusi biaya pengganti an
KTPdanaktadanpengeluaranbelanjaUP(UangPerse diaan),GU(GantiUang),TU(TambahanUang)danLS
(Langsung) dengan prosedur penerbitan Surat Penyedi aan Dana (SPD), pengajuan Surat Permintaan
Pembayaran (SPP), penerbitan Surat Perintah Membaya r (SPM), penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana
(SP2D),danpenerbitanSuratPertanggungjawaban(SP J)telahdilakukansesuaidenganSE.900/316/BAKDda n
teoriefektivitasyangdipahamimencakupfungsiyan gterkait,dokumenyangdigunakan,catatanakuntans idan
jaringanprosedursistempenerimaandanpengeluaran kas.

Katakunci: penerimaan,pengeluaran,sistemdanprosedur,efekt ivitas

ABSTRACT

Financialmanagementmusthaveadequatesystemsand proceduresasapreventivemeasureagainstthe
misappropriation and misuse of funds. Cash receipts  and is a component of the resources that must be
monitoredinordertoachieveimplementationofthe developmentgoals.Thepurposeofthisstudytode termine
the effectiveness of the systems and procedures for  cash receipts and disbursements in the Department of
PopulationandCivilRegistrationSoutheastMinahas aregency.Thisstudyusesadescriptiveresearchd esign.
Typeofdatausedqualitativedata thatdocuments, formsandinformationobtaineddirectly fromtheOf ficeof
PopulationandCivilRegistration.Theresultsshow edthattheimplementationofthelevyrevenueint heformof
costand replacement IDcardsandcertificates expe nditureUP (MoneySupply),GU (ChangeCurrency),TU
(AdditionalMoney)andLS(Direct)withissuancepr oceduresProvision(SPD),filingletterofPayment Request
(SPP),theissuanceofPaymentOrder(SPM),issuanc eofFundDisbursementOrder(SP2D),andtheissuan ce
ofAccountability(SPJ)hasbeendoneinaccordance withSE.900/316/BAKDandeffectivenessareunders tood
toincludethetheoryoffunctionsrelatedto,docu mentsused,theaccountingrecordsandthenetwork systemof
cashreceiptsanddisbursements.

Keywords: receipts,expenditures,systemsandprocedures,eff ectiveness




ISSN2303-1174          FrettyS.Tuerah,Evalu asiPelaksanaanSistem…  
444 Jurnal EMBA
Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 443-453 

PENDAHULUAN

LatarBelakang
DitetapkannyaUndang-UndangNomor32Tahun2004ten tangpemerintahdaerahdanUndang-Undang
Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan an tara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,
berimplikasi pada pengelolaan keuangan daerah merup akan salah satu bagian yang mengalami perubahan
mendasar.Keduaundang-undang tersebutmemberikank ewenangan lebih luaskepadapemerintahdiantaranya
adalah keleluasaandalammobilisasi sumber dana,me nentukan arah, tujuandan target penggunaan anggara n,
termasuk adanya tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah yang semakinmeningkat pada era reformas i
saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam penge lolaan keuangan daerah. Pemerintah daerah diwajibka n
menyusunlaporanpertanggungjawabanyangmenggunaka nsistemakuntansiyangdiaturolehpemerintahpusa t
dalambentukundang-undangdanperaturanpemerintah yangbersifatmengikatseluruhpemerintahdaerah.
Prosedur akuntansi yang diterapkan dalam lingkungan  pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan
MenteriDalamNegeri (permendagri)Nomor 13 tahun 2 006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah,
meliputiprosedurakuntansipenerimaan,prosedurak untansipengeluarankas,prosedurakuntansiaset,p rosedur
akuntansi selain kas. Perubahan kas sangat dipengar uhi dua aktivitas, yaitu penerimaan dan pengeluaran  kas.
Penerimaandanpengeluarankasmerupakankomponens umberdayayangsangatpentingdalammelaksanakan
programpembangunanyangtelahdirencanakanolehpe merintah.
Pasal308dan309dalamPermendagriNomor13Tahun 2006tentangpedomanpengelolaankeuangan
daerah, mengamanatkan bahwa menteri dalam negeri me lakukan pembinaan dan pengawasan pengeloaan
keuangandaerah kepadapemerintah daerah antara lai n pemberian dokumen sistemdanprosedur pengelolaan
keuangan daerah. Dalam rangka implementasi Permenda gri Nomor 13 Tahun 2006  tentang pedoman
pengelolaan keuangan daerah, menteri dalam negeri m elalui direktorat jenderal bina administrasi melaku kan
fasilitasidenganmenerbitkanSE.900/316/BAKDyang mencakuppedomansistemdanprosedurpenatausahaan
danakuntansi, pelaporandanpertanggungjawabankeu angandaerah.Pembinaandanpengawasan akan sangat
efektifapabiladibangundalaminfrastrukturbadan daerahsehinggadapatditerapkandalampemerintahd aerah
lebihkhususmengenaipelaksanaansistemdanprosed urakuntansipenerimaandanpengeluarankas.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yangmerupa kan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
yangberadadiKabupatenMinahasaTenggaradalamme ngelolakeuanganharusmemilikisistemdanprosedur
yangmemadaisebagaisalahsatutindakanpreventif terhadapadanyapenyelewengandanpenyalahgunaanda na
berdasarkan SE.900/316/BAKD. Berdasarkan latar bela kang tersebut maka adanya keinginan untuk
mengevaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur peneri maan dan pengeluaran kas pada pemerintahKabupaten
Minahasa Tenggara khususnya pada Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil dengan penerimaan dalam
bentuk retribusibiayapenggantiankartu tandapend udukdanakta sertapengeluarandenganmekanismeua ng
persediaan (UP),gantiuang (GU), tambahuang (TU) dan langsung (LS), sehinggadilakukanpenelitianya ng
berjudul: Evaluasi Pelaksanaan Sistem dan Prosedur Penerimaan dan Pengeluaran Kas pada Dinas
KependudukandanPencatatanSipilKabupatenMinahas aTenggara.

TujuanPenelitian
Tujuanpenelitianiniuntukmengetahuiefektivitas sistemdanprosedurpenerimaandanpengeluarankas
padaDinasKependudukandanPencatatanSipilKabupa tenMinahasaTenggara.


TINJAUANPUSTAKA

KonsepAkuntansiSektorPublik
Halim(2010:97)menyatakanbahwaakuntansisektorp ublikadalahsebuahkegiatanjasadalamrangka
penyediaan informasi kuantitatif, terutama yang ber sifat keuangan dari entitas pemerintah guna pengamb ilan
keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif tindakan.
Mardiasmo (2009:1)menyatakanbahwa akuntansi sekto rpublikmemiliki kaitan yang erat denganpenerapan
perlakuan akuntansi pada domain publik yang meliput i badan-badan pemerintahan (pemerintah pusat dan
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daerah sertaunitkerjapemerintah),perusahaanmil iknegara (BUMNdanBUMD,yayasan,organisasipolit ik
dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (L SM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya.
Mursyidi (2009:1), mengungkapkan bahwa akuntansi pe merintahan merupakan mekanisme akuntansi yang
memprosestransaksikeuanganyangberkaitandengan pengelolaankeuangannegarabaiktingkatpusatmaup un
tingkatdaerah.

SistemPenerimaanKas
 Mahmudi (2011:225) menyatakan bahwa sistem penerim aan kas pada akuntansi pemerintah daerah
terdiriatasduabagianyaitusistemdanprosedura kuntansipenerimaankasdiSatuanKerjaPerangkatD aerah
(SKPD) dan sistem dan prosedur akuntansi penerimaan  kas di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah
(SKPKD).SistempenerimaankaspadaSKPDmeliputi:
1.  FungsiTerkait
a.  PPKD
 Dalam kegiatan ini, PPKD memiliki wewenang untuk m enetapkan SKP (Surat Ketetapan Pajak)-
Daerah.
b.  PenggunaAnggaran
Dalam kegiatan ini, pengguna anggaranmemiliki wewe nang untukmenerima SKR (Surat Ketetapan
Retribusi) dan menerima dan mengesahkan Laporan Per tanggungjawaban Penerimaan dari
bendaharapenerimaanmelaluiPPK-SKPD.
c.  PPK-SKPD
Dalam kegiatan ini, PPK-SKPD memiliki wewenang untu k melakukan verifikasi harian atas
penerimaan.
d.  BendaharaPenerimaan
Dalamkegiatanini,bendaharapenerimaanmemiliki t ugasmenerimapembayaransejumlahuangyang
terterapadaSKP-Daerah/SKRdariWajibPajak/Retribu si,memverifikasikesesuaianjumlahuangyang
diterimadengandokumenSKP-Daerahyangditerimanya dariPPKDdankesesuaianjumlahuangyang
diterima dengan dokumen SKR yang diterimanya dari p engguna anggaran, membuat Surat Tanda
Setoran (STS) dan Surat Tanda Bukti Pembayaran/Bukt i lain yang sah, menyerahkan tanda bukti
pembayaran/tanda bukti lain yang sah kepadaWajibPa jak/Retribusi, menyerahkan STS (Surat Tanda
Setoran) beserta uang yang diterimanya pada Bank, m embuat dan menyampaikan Laporan
PertanggungjawabanPenerimaankepadapenggunaangga randanPPKDselakuBUD.
e.  PPKDselakuBUD
PPKDselakuBUDmemilikitugasmenerimaLaporanPer tanggungjawabanPenerimaandaribendahara
penerimaan dan melakukan verifikasi, evaluasi, sert a analisis atas laporan pertanggungjawaban
bendaharapenerimaanSKPDdalamrangkarekonsiliasi penerimaan.
2.  DokumenyangDigunakan
a.  Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD), digunakan untuk menetapkan retribusi daerah atau
wajibretribusiyangdibuatolehpenggunaanggaran.
b.  Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetor kan penerimaan  daerah   yang
diselenggarakanolehbendaharapenerimaanpadaSKPD .
c.  SuratTandaBuktiPembayaran/Buktilainyangsah.

ProsedurAkuntansiPenerimaanKas
Mahmudi (2011:224)menyatakanbahwaprosedurakunta nsipenerimaankasadalahprosespencatatan,
penggolongan,danperingkasan transaksidan atauke jadiankeuangan sertapelaporankeuangandalam rang ka
pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang berkenaan dengan penerimaan kas pada SKPD dan atau pada
SKPKDyangdapatdilaksanakansecaramanualmaupun terkomputerisasi.
1. FungsiTerkait
Fungsiyangterkaitdalamprosedurakuntansipeneri maankaspadaSKPDdilaksanakanolehfungsi
akuntansipadaPPK-SKPD(PejabatPengelolaanKeuang an-SatuanKerjaPerangkatDaerah),sedangkan
padaSKPKDdilaksanakanolehfungsiakuntansipada SKPKD.
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2. DokumenyangDigunakan
 Dokumen yang digunakan dalam prosedur akuntansi pe nerimaan kas pada SKPD terdiri atas sebagai
berikut.
a.  Suratketetapanpajakdaerah,digunakanuntukmenet apkanpajakdaerahatauwajibpajakyangdibuat
olehPPKD.
b.  Surat Ketetapan RetribusiDaerah (SKRD), digunakan untukmenetapkan retribusi daerah atau wajib
retribusiyangdibuatolehpenggunaanggaran.
c.  SuratTandaBuktiPenerimaan(STBP),digunakanuntu kmencatatsetiappenerimaanpembayarandari
pihakketigayangdiselenggarakanolehbendaharape nerimaan.
d.  Surat Tanda Setoran (STS), digunakan untuk menyetor kan penerimaan daerah yang diselenggarakan
olehbendaharapenerimaanpadaSKPD.
e.  BuktiTransfer,merupakandokumenataubuktiatast ransferpenerimaandaerah.
f. Nota kredit bank, dokumen atau bukti dari bank yang  menunjukkan adanya transfer uang masuk ke
rekeningkas.
g.  Buku jurnal penerimaan kas, merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk
mencatatdanmenggolongkansemuatransaskiataskej adianyangberhubungandenganpenerimaankas.
h.  Buku besar,merupakan catatan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untukmemosting semua
transaksiataukejadianselainkasdarijurnalpene rimaankaskebukubesaruntuksetiaprekeningasse t,
kewajiban,ekuitasdana,pendapatan,belanjadanpe mbiayaan.
i. Bukubesarpembantu,merupakancatatanyangdiselen ggarakanoleh fungsiakuntansiuntukmencatat
semuatransaksiataukejadianyangberisirinciana kunbukubesaruntuksetiaprekeningyangdianggap
perlu.
3. Laporanyangdihasilkan
a. Laporanyangdihasilkandalamprosedurakuntans ipenerimaankaspadaSKPDadalah
a)LaporanRealisasiAnggaran(LRA)
b)Neraca
c)CatatanAtasLaporanKeuangan(CALK)
b. Laporanyangdihasilkandalamprosedurakuntan sipenerimaankaspadaSKPKDadalah
a)   LaporanRealisasiAnggaran(LRA)
b)  Neraca
c)   LaporanArusKas
d)  CatatanAtasLaporanKeuangan(CALK)
4. UraianProsedur
a)    PPKDmenyerahkanSuratKetetapanPajak(SKP)Daer ahyangtelahditerbitkankepadabendahara
penerimaanuntukkeperluanmelakukanverifikasipad asaatpenerimaanpendapatan.
b)  PenggunaAnggaranmenyerahkanSuratKetetapanRetri busi (SKR)yang telahditerbitkankepada
bendaharapenerimaanuntukkeperluanmelakukanveri fikasipadasaatpenerimaanpendapatan.
c)   WajibPajak/WajibRetribusimenyerahkanuang(seto ranpajak/retribusi).
d)  BendaharaPenerimaankemudianmelakukanverifikasip enerimaanuangdenganSKPDaerah/SKR
yangbersangkutan.
e)   Setelah melakukan verifikasi, Bendahara Penerimaan  mengeluarkan Surat Tanda
BuktiPembayaran/BuktiLainyangSah.
f)  BendaharaPenerimaanmenyiapkanSuratTandaSetora n(STS).
g)  BendaharaPenerimaankemudianmelakukanpenyetorank epadabankdisertaiSTS.STSyangtelah
diotorisasi oleh bank kemudianditerima kembali oleh  Bendahara Penerimaan untuk kemudian
menjadibuktipembukuan.

SistemPengeluaranKas
Sistem pengeluaran kas adalah sistem yang dirancang  untuk membiayai berbagai transaksi yang
berkaitan dengan pengeluaran kas dalam perusahaan. Unsur-unsur sistem pengeluaran kas adalah sebagai
berikut:
1.  FungsiyangterkaityaituFungsiKas
Bagianinibertanggungjawabmengeluarkankasberda sarkanpermintaandaribagianyangmemerlukankas
denganmengajukanpermintaan cek dan bagian ini ber tanggung jawabdalampencatatan pengeluarankas
kedalamjurnalpengeluarankasberdasarkanbuktika skeluardarifungsikas.
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2.  Dokumenyangdigunakan
a.  BuktiKasKeluar(SPD,SPM)
Dokumeniniberisirekapitulasikasyangdibuatole hbagiankas.Dokumeninisebagaidokumensumber
pencatatankedalamjurnalpenerimaankasolehfungs iakuntansi.
b. Cek(SP2D)
Dokumeniniberfungsisebagaipengeluarankaskepad abagianyangmemerlukankasyangdibuatoleh
bagiankas.
3.  Catatanakuntansiyangdigunakan
a.  BukuKas
Bukukasadalahbukuyangberisicatatanpengeluara nkasselamasatuhari.
b.  JurnalPengeluaranKas
Jurnalpengeluarankasadalahcatatanyangberisit otalpenerimaankasselamasatubulandandibuat
olehbagianakuntansi.
4.  Jaringanproseduryangmembentuksistempengeluaran kas
a.  Prosedurpembuatanbuktikaskeluar
Dalam prosedur ini diuraikan mengenai pembuatan kas  keluar yang dibuat oleh bagian kas atas
permintaandaribagian yangmemerlukankasdenganm embuat cekdanmencatatnyadalambukti
kaskeluar.
b.  Prosedurpembayarankas
Prosedurinimengenaipembayarankasyangdilakukan olehbagiankas.

ProsedurAkuntansiPengeluaranKas
   Mahmudi (2011:229) menyatakan bahwa prosedur a kuntansi pengeluaran kas meliputi serangkaian
proses,baikmanualmaupunterkomputerisasimulaid aripencatatan,penggolongan,danperingkasantrans aksi
dasar atau kejadian keuangan, hingga pelaporan keua ngan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan
APBDyangberkaitandenganpengeluarankaspadaSKP DdanatauSKPKD.
1.  Fungsiterkait
Fungsiyang terkaitdalamprosedurpengeluarankas padaSKPDdilaksanakanoleh fungsi akuntansipada
PPK-SKPD,sedangkanpadaSKPKDdilaksanakanolehfu ngsiakuntansipadaSKPKD.
2.  Dokumenyangdigunakan
Dokumenyangdigunakandalamprosedurakuntansipen geluarankaspadaSKPDdanatauSKPKDyaitu:
a.  Surat Penyediaan Dana (SPD), merupakan dokumen yang  dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan
Daerah(PPKD)sebagaimediaatausuratyangmenunju kkantersedianyadanauntukdirealisasi.
b.  Surat Perintah Membayar (SPM), merupakan dokumen ya ng dibuat oleh pengguna anggaran untuk
mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yan g akan diterbitkan oleh Bendahara Umum
Daerah(BUD)ataukuasaBUD.
c.  Kwitansipembayarandanbuktipembayaranlainnya,s ebagaitandabuktipembayaran.
d.  SP2D,merupakandokumenyangditerbitkanBUDatauk uasaBUDuntukmencairkanuangpadabank
yangtelahditunjuk.
e.  BuktiTransfer,merupakandokumenataubuktiatast ransferpengeluarandaerah.
f. NotaDebitBank,merupakan dokumen atas bukti dari bank yangmenunjukkan adanya transfer uang
keluardarirekeningkasumumdaerah.
g.  Buku jurnal pengeluaran kas, merupakan catatan yang  diselenggarakan oleh fungsi akuntansi untuk
mencatat dan menggolongkan semua transaksi atas kej adian yang berhubungan dengan pengeluaran
kas.
h.  Bukubesar,merupakancatatanyangdiselenggarakan oleh fungsi akuntansiuntukmempostingsemua
transaksiataukejadianselainkasdarijurnalpeng eluarankaskebukubesaruntuksetiaprekeningase t,
kewajiban,ekuitasdana,pendapatan,belanja,danp embiayaan.
i. Bukubesarpembantu,merupakancatatanyangdiselen ggarakanoleh fungsiakuntansiuntukmencatat
semuatransaksiataukejadianyangberisirinciana kunbukubesaruntuksetiaprekeningyangdianggap
perlu.
3.  Laporanyangdihasilkan
a.  Laporanyangdihasilkandalamprosedurakuntansipe ngeluarankaspadaSKPDterdiriatas
1)  LaporanRealisasiAnggaran(LRA)
2)  Neraca
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3)  CatatanAtasLaporanKeuangan(CALK)
b.  Laporanyangdihasilkandalamprosedurakuntansipe ngeluarankaspadaSKPKDterdiriatas
1)  LaporanRealisasiAnggaran(LRA)
2)  Neraca
3)  LaporanArusKas
4)  CatatanAtasLaporanKeuangan(CALK)
4.  UraianProsedur
1.  Bendahara pengeluaran menyiapkan dokumen – dokumen yang diperlukan sebagai lampiran dalam
pengajuanSPP, selaindokumenSPP sendiriyangbent uknya sesuaidengan setiap jenisdananya (UP,
GU,TU,LS).
2.  PPK-SKPDmenelitikelengkapandokumenSPP-UP/GU/TU/ LS
3.  Apabila telah dinyatakan lengkap, maka PPK-SKPDmem buat rancangan SPM. Rancangan SPM ini
dibuat2rangkap,1dokumenakandiregisterSPM-UP/ GU/TU/LSsementaradokumenaslinyadikirim
kepadapenggunaanggaranuntukdiotorisasi.
4.  PenggunaanggaranmengajukandokumenSPMkepadakua saBUD/PPKD
5.  KuasaBUD/PPKDmenelitikelengkapandokumenSPM-UP/ GU/TU/LS
6.  ApabilakuasaBUD/PPKDmenyatakandokumensudahlen gkapmakakuasaBUD/PPKDmenerbitkan
SP2D. SP2D yang diterbitkan untuk keperluan UP/GU/T U, kuasa BUD/PPKD menyerahkan SP2D
pada pengguna anggaran sedangkan dalam hal SP2D yan g diterbitkan untuk keperluan pembayaran
langsung,kuasaBUD/PPKDmenyerahkannyalangsungpa dapihakketiga.

PenelitianTerdahulu
 Penelitianterdahuluyangmenjadiacuandalampene litianinisebagaiberikut:

Tabel1. PersamaandanPerbedaan Penelitian
No
Nama
Peneliti/
Tahun
Judul Tujuan MetodePenelitian
Hasil
Penelitian Persamaan Perbedaan
1 Revalia
(2011)
Analisis
pelaksanaan
Sistemdan
prosedur
penerimaan
dan
pengeluaran
kaspadadinas
pendapatan
dan
pengelolaan
keuangandan
asetdaerah
Kotamobagu
Untuk
mengetahui
efektivitas
pelaksanaan
sistemdan
prosedur
penerimaan
dan
pengeluaran
kaspadadinas
pendapatan
dan
pengelolan
keuangandan
asetdaerah
kota
Kotamobagu
Deskriptif Pelaksanaan
sistemyang
dibuatsudah
layak
digunakan,
prosedur
yangada
sudah
memadai
Sama-sama
menilititentang
sistemdan
prosedur
penerimaandan
pengeluarankas
Penelitianini
hanyameneliti
pengeluarankas
biayalangsung
danobjek
penelitiannya
berbeda
2 Hendrite
(2011)
Analisis
sistemdan
prosedur
pengeluaran
kaspadadinas
kesejahteraan
sosial
kabupaten
BiakNumfor
Untuk
mengetahui
efektivitas
pelaksanaan
sistemdan
prosedur
pengeluaran
kaspadadinas
kesejahteraan
sosial
kabupaten
BiakNumfor
Deskriptif Menunjukka
nbahwa
fungsi,
dokumen,
catatan
akuntansi,
serta
jaringan
prosedur
sesuai
dengan
aturan
Sama-sama
menelititentang
sistemdan
prosedur
pengeluarankas
Terletakpada
objekpenelitian
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METODEPENELITIAN

JenisPenelitian
Jenis penelitian yangdigunakan adalah penelitian k ualitatif.Dimanapenelitian inimelihat efektivita s
pelaksanaan sistemdanprosedur penerimaandan peng eluarankas padaDinasKependudukandanPencatatan
SipilKabupatenMinahasaTenggaraberdasarkanSE.90 0/316/BAKD.

TempatdanWaktuPenelitian
 Penelitian inidilakukandiDinasKependudukandan PencatatanSipilKabupatenMinahasaTenggara.
Penelitian inimulaidilakukanselama3bulan yang meliputikegiatanpengumpulandatadanmeninjause cara
langsung pelaksanaan sistem dan prosedur penerimaan  dan pengeluaran kas pada Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipilsertamewawancaraikepaladinasda npegawai-pegawaiterkait.

ProsedurPenelitian
      Prosedurataulangkah-langkahdalampene litianiniadalahsebagaiberikut.
1.  Mengidentifikasidokumen,formulirdan flowchart yangberhubungandengansistempenerimaankas.
2.  Mengidentifikasidokumen,formulirdan flowchart yangberhubungandengansistempengeluarankas.
3.  Mengevaluasisistemdanprosedurdanpenerimaandan pengeluarankasberdasarkanSE.900/316/BAKD.
4.  Membandingkanhasildengankonsepefektivitasyang ada.
5.  Menarikkesimpulan.

MetodePengumpulanData
Dalam penelitian ini digunakan data kualitatif  yai tu dokumen, formulir, serta informasi tentang
pelaksanaansistemdanprosedurpenerimaandanpeng eluarankasdiDinasKependudukandanPencatatanSi pil
KabupatenMinahasaTenggara.Data yangdigunakanda lampenelitian ini adalah data primer yangdiperole h
secara langsung dari Dinas Kependudukan dan Pencata tan Sipil Kabupaten Minahasa Tenggara. Teknik
pengumpulandatayangdilakukandalampenelitianin iadalahobservasidanwawancara.

MetodeAnalisisData
Metode analisis yang digunakan adalahmetode analis is deskriptif yaitu suatumetode yang bertujuan
untukmembuat gambaran secara sistematis, faktual d an akuratmengenai fakta-fakta denganmembandingkan
antarasistemdanprosedurpenerimaandanpengeluar ankasyangdilakukandengankonsep-konsepefektivi tas
danSE.900/316/BAKD.

DefinisiOperasional
Untukmenghindari kesalahan persepsimaka perlunya penjelasan tentang penelitian ini yaitu sebagai
berikut.
1.  Sistem dan prosedur penerimaan kas adalah sistem ya ng dirancang untuk menangani transaksi yang
berkaitan dengan sumber pemasukan kas yang diterima  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang
terdiriatasretribusipenggantianbiayacetakKTP danakta.
2.  SistemdanprosedurpengeluarankasmekanismeUang Persediaan(UP),GantiUang(GU),Tambahanuang
(TU)danLangsung(LS)adalahsistemyangdirancang untukmembiayaiberbagaitransaksiyangberkaitan
denganpengeluarankaspadaDinasKependudukandan PencatatanSipilKabupatenMinahasaTenggara.

HASILPENELITIANDANPEMBAHASAN

DeskripsiObjekPenelitian
Minahasa Tenggara adalah salah satu Kabupaten di Pr ovinsi Sulawesi Utara. Terletak pada
124°32′56″BT - 124°57 ′3″BT dan 0°50 ′28″LU - 1°7 ′17″LU. Ibukota KabupatenMinahasa Tenggara adalah
Ratahan,batas-batasnyaadalahsebagaiberikut.
1.  SebelahutaraberbatasandenganKecamatanAmurangT imurKabupatenMinahasaSelatan
2.  SebelahtimurberbatasandenganKecamatanLangowan KabupatenMinahasa
3.  SebelahselatanberbatasandenganKecamatanKotabun anKabupatenBolaangMongondow
4.  SebelahbaratberbatasandenganKecamatanRanoyapo KabupatenMinahasaSelatan
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KabupatenMinahasa Tenggara terdiri dari 12 kecamat an dan 144 desa/kelurahan. Jumlah penduduk
MinahasaTenggarasebanyak106.033jiwa.

DinasKependudukandanPencatatanSipil
 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah satu an kerja perangkat daerah yang dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang tugasnya membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang
pelayananpendaftaranPendudukdanPencatatanSipil sertapengolahandatainformasinya.
Tugas pokok  Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi l Kabupaten Minahasa Tenggara adalah
menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk dan  pencatatan sipil serta pengelolaan data-data
informasinya.FungsiDinasKependudukandanPencata tanSipiladalahsebagaiberikut.
1.  Melaksanakanperumusankebijakanteknisdibidangk ependudukandanpencatatansipil.
2.  Pembinaandanpelaksanaandibidangidentitaspendu duk,perpindahandanpendataanpenduduk.
3.  Pengawasan,pengendaliandanpembinaanterhadappel aksanaankegiatandatadanpenyuluhan.
4.  Pelaksanaantatausahadinas.

HasilPenelitian
Penelitian ini dilaksanakan pada Dinas Kependudukan  dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa
Tenggaradarihasilobservasiyangdilakukandipero lehhasilsebagaiberikut.

SistemdanProsedurPenerimaanKas
Semua penerimaan daerah dalam rangka pelaksanaan ur usan pemerintahan daerah dikelola dalam
APBD. Setiap SKPD yang mempunyai tugas memungut dan /atau menerima pendapatan daerah wajib
melaksanakan pemungutan dan/atau penerimaan berdasa rkan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan
perundang-undangan. Penerimaan SKPD berupa uang ata u cek harus disetor ke rekening kas umum daerah
palinglama1(satu)harikerja.Penerimaandaerah disetorkerekeningkasumumdaerahpadabankpemer intah
yangditunjukdankemudianbankmengirimkannotakr editsebagaipemberitahuanatassetorantersebut.T abel
berikutmenjelaskantentangsistemdanprosedurpen erimaankaskhususnyaretribusisepertibiayapengg antian
KTPdanpembuatanaktadidinaskependudukandanpe ncatatansipilselakuSKPD.

SistemdanProsedurPengeluaranKas
Sistem Prosedur Pengeluaran Kas yang dilaksanakan o leh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sudahsesuaiyangterdiriatassebagaiberikut.
1.  PenerbitanSuratPenyediaanDana
2.  PengajuanSuratPermintaanPembayaran(SPP)
3.  PenerbitanSuratPerintahMembayar(SPM)
4.  PenerbitanSuratPerintahPencairanDana(SP2D)
5.  PenerbitanSuratPertanggungjawaban(SPJ)

Pembahasan

SistemdanProsedurPenerimaanKas
Sistem penerimaan kas diDinasKependudukan dan Pe ncatatan SipilKabupatenMinahasaTenggara
dilaksanakansesuaidenganmekanismeperundanganda nperaturanpemerintahyangada,pembagiantugasda n
fungsi masing-masing dalam hal ini SE.900/316/BAKD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri
tentangsistemdanprosedurpenerimaankasyangdap atdilihatdalamtabelberikut.







ISSN2303-1174          FrettyS.Tuerah,Evalu asiPelaksanaanSistem….  
Jurnal EMBA 451
Vol.1 No.3 September 2013, Hal. 443-453  

Tabel2. Perbandingan Teori dan Prosedur Sistem Pe nerimaan Retribusi pada Dinas Kependudukan
 danPencatatanSipil
NO Pelaksana Langkah Aktivitas Keterangan HasilPen elitian
1 PPKD
1   MenyerahkanSKPyangtelah
diterbitkankepadaBendahara
Penerimaandanmelakukanverifikasi
padasaatpenerimaanpendapatan
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
2 Pengguna
Anggaran
2   MenyerahkanSKRyangtelah
diterbitkankepadabendahara
penerimaanuntukkeperluan
melakukanverifikasipadasaat
penerimaanpendapatan
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
3   MenerimadanmengesahkanLaporan
PertanggungjawabanPenerimaan
melaluiPPK-SKPD
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
3 Wajib
Retribusi
4   Menyerahkanuang(setoranretribusi)  Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
4 PPK-SKPD 5   Melakukanverifikasiharianatas
penerimaan
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
5 Bendahara
Penerimaan
6   Melakukanverifikasipenerimaann
uangdenganSKRyangbersangkutan
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
7   MengeluarkanSuratTandaBukti
Pembayaran/BuktiLainyangsah
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
8   MenyiapkanSuratTandaSetoran  Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
9   MelakukanpenyetorankepadaBank
disertaiSTS
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
10   STSyangtelahdiotorisasiolehBank
kemudianditerimakembalioleh
BendaharaPenerimaanuntuk
kemudianmenjadibuktipembukuan.
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
Sumber:HasilPengolahanData,2013

Tabel 2 diatas, dapat dilihat bahwa sistem dan pros edur penerimaan kas telah sesuai dengan
SE.900/316/BAKD, dimana pihak yang terkait dengan p rosedur penerimaan yaitu Kepala SKPD/Pengguna
Anggaran yang menerbitkan Surat Ketetapan Retribusi  Daerah. Dokumen tersebut dibuat rangkap 2 (dua).
Lampiran 1 disampaikan kepada wajib retribusi sedan gkan lampiran 2 disampaikan kepada bendahara
penerimaan. Pihak ketiga melakukan pembayaran retri busi daerah sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi
Daerah (SKRD). Pembayaran retribusi daerah langsung  ke bendahara penerimaan. Bendahara penerimaan
menyetorkansemuauangyangditerimasetiapharinya ,besertaSuratTandaSetoran(STS)yangdibuatran gkap
2(dua),sebagaibuktitelahmelakukanpenyetoranu angkerekeningKasUmumDaerahdiBank/BUD.

SistemdanProsedurPengeluaranKas
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah melak sanakan sesuai dengan SE.900/316/BAKD.
InformasidalamSPDmenunjukkansecarajelasalokas itiapkegiatan,dimanapihakyangterkait.
1.  KuasaBUD
Dalam kegiatan ini, kuasa BUD mempunyai tugas menga nalisa DPA-SKPD Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil yang ada di database,menganalisa anggaran kas pemerintah khususnya dat a per SKPD,
menyiapkandraftSPD.
2.  PPKD
Dalamkegiatanini,PPKDmempunyaitugasmenelitid raftSPDyangdiajukankuasaBUDdanmelakukan
otorisasiSPDdanmenyerahkanSPDkepadapenggunaa nggaran/kuasapenggunaanggaran.
PihakterkaitdalampengajuanSPPadalah:
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1.  BendaharaPengeluaran
Dalam kegiatan ini, bendahara pengeluaran mempunyai  tugas mempersiapkan dokumen  SPP beserta
lampiran-lampirannyadanmengajukanPPK-SKPD.
2.  PPK-SKPD(PejabatPengelolaKeuanganSKPD)
DalamkegiataniniPPK-SKPDmempunyaitugasmenguji kelengkapandankebenaranSPPyangdiajukan
bendaharapengeluaran
3.  PejabatPengelolaTeknikKegiatan
Dalam kegiatan ini PPTK mempunyai tugas yaitu mempe rsiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan
dalampengajuanSPP-LS.
Pihak yang terkait dengan penerbitan SPM sudah sesu ai dengan atauran yang ada dalam
SE.900/316/BAKDyaitu:

1.  PPK-SKPD
PPK-SKPDmemilikitugasyaitumengujiSPPbesertak elengkapannya,membuatrancanganSPMatas
SPPyangtelahdiujikelengkapandankebenarannyad anmengajukankepenggunaanggaran,meerbitkanSura t
PenolakanSPMbilaSPPyangdiajukanolehbendahara SKPDtidaklengkap.
2.  PenggunaAnggaran
Dalamkegiatanini,penggunaanggaranataukepalad inasKependudukandanPencatatanSipilmemiliki
tugas yaitumengotorisasi danmenerbitkan SPM,meng otorisasi surat penolakan SPM yang diterbitkan PPK-
SKPDbilaSPPyangdiajukanbendaharaSKPDtidakle ngkap.
SP2D atau Surat Perintah Pencairan Dana adalah  sur at yang dipergunakan untuk mencairkan dana
lewat bank yang ditunjuk setelah SPM diterima oleh BUD. Satu SP2D hanya dibuat untuk satu SPM saja.
Penerbitan SP2D dilakukan oleh DPPKAD Kabupaten Min ahasa Tenggara. Waktu pelaksanaan penerbitan
SP2D,diterbitkanpalinglambat2(dua)harisejak SPMditerima.Apabiladitolak,dikembalikanpaling lambat1
hari sejak diterima SPM. SP2D tersebut ditransfer k e bendahara pengeluaran Dinas Kependudukan dan
PencatatanSipil.
Sesuai dengan ketentuan dalam SE.900/316/BAKD, bend ahara pengeluaran secara administratif
wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang persed iaan/ganti uang persediaan/tambah uang persediaan
(UP/GU/TU) kepada kepala SKPD melalui PPK-SKPD pali ng lambat 10 bulan berikutnya. Prosedur
pertanggungjawaban yang dilakukan oleh bendahara su dah sesuai dengan aturan yang berlaku hanya
kompetensidarisumberdayayangadadiDinasKepen dudukandanPencatatanSipilharusditingkatkankar ena
masih banyak kesalahan dalam melaksanakan penerbita n SPJ dari setiap kegiatan. PPK-SKPD juga dalam
menatausahakan pertanggungjawaban pengeluaran belum  memiliki kompetensi akuntansi pemerintahan
sehinggamengakibatkanketerlambatandalammelaksan akanpertanggungjawaban.

Tabel3. PerbandinganTeoridanProsedurPengeluar anKaspadaDinasKependudukandan
 PencatatanSipilKabupatenMinahasaTenggara.

Kegiatan Keterangan HasilPenelitian
ProsedurSPD
SuratPenyediaanDana
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
ProsedurSPP
(SuratPermintaanPembayaran)
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
ProsedurSPM
(SuratPerintahMembayar)
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
ProsedurSP2D
(Surat PerintahPencairanDana)
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
ProsedurSPJ
(SuratPertanggungjawaban)
Sesuaidengan
SE.900/316/BAKD Efektif
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PENUTUP

Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitianyangdilakukan,dikemu kakankesimpulan:
1.  Pelaksanaan penerimaan kas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa
Tenggara telahdilakukan sesuaidengan teori sistem danprosedur serta aturanyangadamencakupfungsi
yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akunt ansi yang digunakan dan jaringan prosedur sistem
penerimaankas.
2.  PelaksanaanpengeluaranbelanjaUP(UangPersediaan ),GU(GantiUang),TU(TambahanUang)danLS
(Langsung)padaDinasKependudukandanPencatatanS ipilKabupatenMinahasaTenggaratelahdilakukan
sesuaidenganteorisistemdanprosedursertaatura nyangadamencakupfungsiyangterkait,dokumenya ng
digunakan,catatanakuntansiyangdigunakandanjar inganprosedursistempengeluarankas.

Saran
Saranyangdapatpenulissampaikanadalah :
1.  Kualitas sumber daya manusia yang telah cukup baik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebaiknyadipertahankandanditingkatkan.
2.  Kebijakan yang sudah digariskan atau ditetapkan hen daknya dijadikan pedoman dan pengalaman dimasa
yangakandatangsertamemperhatikanprinsip-prinsi pakuntansiyangberlakuumum.
3.  Diharapkanadanyapelatihandalambidangakuntansi agardalamproseskinerjadapatberjalansesuaiyan g
diharapkan.
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